
WALIKOTA PALEMBANG 

PROVINSISUMATERASELATAN 

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG 

NOMOR 2b TAHUN 2021 

TENTANG 

PENERIMMN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK 
'

SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALEMBANG, 

Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan 
yang bermutu dan berkeadilan sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945; 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 telah diatur prosedur
dan tata cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman
Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah
Pertama, Sekolah Menengah atas dan Sekolah Menengah
Kejuruan;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam huruf b perlu melakukan pengaturan
mengenai Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada
Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah
Menengah Pertama yang menjadi kewenangan Pemerintah
Kota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Penerimaan Peserta Didik
Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan
Sekolah Menengah Pertama;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja
Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-U ndang ..... 



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerin_tahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara _Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
te1ah dmbah beberapa kali, terakhir demzan Undane:­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedti'a
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana
telah diubah beberaoa kali terakhir den2an Peraturan
Pemerintah Nomor {3 Tahun 2015 tenta;_g Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

6. P.eratura.1'1 P.emerinta.� Nomor 17 Ta.hun 2010 tenta.l'lg
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5157);

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun
2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18
'T'�h11n 'Jf)JJ; t,:,nt�n.a PPn.aPn�J�n L.in.alr11n.a�n �Plrn]�h A.a .en ------- - - · - �-----o - ---o----- - ----o---·-o-· ~-·---

-· --o-

Siswa Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 839); 

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20
Tahun 2016 tentang Standar Kopetensi Lulusan
PPnninilr�n �-=r n�n MPnPn.a�h /Hpnt� NP.a�r� RPnnh]ilr · -··-·----·· --~- --- -·--·----o--- \----�- · ·-o- - -�-r-�---

Indonesia Tahun 2016 Nomor 953);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21

Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan
Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nnrnnr Q_t;4.) · 
- . --·--- - - . , , 

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22
Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan
Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 955);

12. Peraturan ..... 



12. 

13. 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23Tahun 2016 t�ntang Standar Penilaian Pendidikan (BeritaNegara Repubhk Indonesia Tahun 2016 Nomor 897).;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru PadaTaman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah MenengahPe�a, Seko_lah Menengah Atas dan Sekolah MenengahKeJuru8_n (Bent.a_ Negara_ RepubHk- Jndone�.a- T.a_hun 2021
Nomor 6); 

-- · -

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERIMMN PESERTA 
DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR 
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan W alikota ini yang dimaksud dengan: 
1 V--.4-.- _,-1,_1_1,.,. V.,,.4-,_ Dn 1...o.�J....,_ .....,_, 
.1. • J.lt...VI..-Q.. 0..UQ...1.0..J..J .l.1rr..Vl-Q. .l Q..L\..,J..J.J.U0....1.J.5• 

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota

Palembang.
5. Kepa.la Din-as Pendidika..'1 -e.dala..11 Kepa.la DL11as Pendidika.n

Kota Palembang.
6. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK

adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia
dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan
prngr�m pP.nnirJik-�n Mgi �n�k- hPrusi� 4 {P.m�t) t�h1m
sampai dengan 6 (enam) tahun.

7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah
satu bentuk satuan pendidikan formal yang
menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang
pendidikan dasar.

8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat
SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal
yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang
pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau
bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar
yang diakui sama atau setara SD atau MI.

9. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya
disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru
pada TK, SD dan SMP Negeri di Kota Palembang.

1 O. Calon Peserta Didik Baru adalah calon peserta didik baru 
yang akan diterima pada satuan pendidikan TK, SD dan 
SMP dengan memenuhi kreteria, persyaratan dan 
ketentuan sesuai jenis satuan pendidikan yang dituju. 

11. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang
terdaftar ujian nasional atau sebutan lain kegiatan
pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata
pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada
Standar Kompetensi Lulusan pada satuan kelas dalam
satu sekolah.

12. Data .... 



12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

i9. 

20. 

21. 

f')f') 
L,L,. 

Data 
_Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkatDapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola olehKementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuatdata satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dantenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang

datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus
menerus diperbaharui secara online. 
Penduduk Kota Palembang adalah Penduduk yang
berdomisili di Kota Palembang. 
Jalur zonasi adalah yang diperuntukan bagi peserts didik
yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan
pemerintah kota untuk memasuki sekolah tertentu. 
Jalur afirmasi adalah jalur yang diperuntukan bagi 
peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi kurang 
mampu. 
Jalur perpindahan orang tua/wali adalah jalur yang 
dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, 
lembaga, kantor, perusahaan yang mempekerjakan atau 
surat keterangan dari pejabat pemerintah yang 
berwenang. 
Jalur prestasi adalah jalur yang diperuntukan bagi calon 
peserta didik baru yang mempunyai prestasi akademik 
dan non akademik. 
Nllai UJ1an SekolahjMadrasah/ Penct1ct1kan Kesetaraan 
yang selanjutnya disebut Nilai US/M/PK adalah angka 
yang diperoleh dari ujian sekolah/madrasah/pendidikan 
kesetaraan yang dicantumkan dalam sertifikat Hasil ujian 
sekolah/ madrasah/ pendidikan kesetaraan. 
Ijazah adaiah surat pernyataan resmi dan sah yang 
menyatakan bahwa seorang peserta didik baru yang telah 
menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan 
setelah dinyatakan lulus dari satuan pendidikan. 
Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Daring adalah 
jai-,,u1ga:n ya:ng terhubung Tf1elalui jejai-ing kon-1puter, 
internet dan teknologi informasi lainya. 
Luar Jaringan yang selanjutnya disebut Luring adalah 
Metode tatap muka tanpa melalui jejaring komputer, 
internet dan teknologi informasi lainya. 

T --l-l-1- ----1..---- y--- ..J:1..-..:1.Y __ _ .... __ ___ ....__; -1: 
vuara GI.UCUGI.J.1 pc;ubucu5G1.G1.u ycu.15 U.lUc;.l.11'.GI.J.1 GI.LGI.;:) p.1c;;:)LG1.;:).l U.l 

bidang akademik dan non-kademik, yang diselenggarakan 
oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga dan 
organisasi yang dibentuk oleh pemerintah tidak termasuk 
kategori terbaik. 

BAB II 

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU 

Penerimaan Peserta Didik 

Pasal 2 

( 1) PPDB dilaksanakan secara: 
a. objektif;
b. transparan; dan
c. akuntabel.

(2) PPDB .... 



(2) PPDB s�bag��an� dimaksud pada ayat (1) dilakukan
tanpa d1s�nnnas1 kecuali bagi sekolah yang secara
khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari
kelompok gender atau agama tertentu.

Bagian Kedua 

Persyaratan 

Pasal 3 

Calon peserta didik baru TK harus memenuhi persyaratan 
us1a: 
a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima)

tahun untuk kelompok A; dan
b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam)

tahun untuk kelompok B.

Pasal 4 

(1) Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD harus
memenuhi persyaratan usia:
a. 7 (tujuh) tahun; atau
b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli

tahun berjalan.
(2) Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan

penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD
yang berusia 7 (tujuh) tahun berdasarkan:
a. kecerdasan dan/ atau bakat istimewa; dan
b. kesiapan psikis.

(3) Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau
bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan rekomendasi
tertulis dari psikolog profesional.

(4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan
oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.

Pasal 5 

Calon oeserta didik baru kelas 7 ftuiuh) SMP harus memenuhi 
.&. \ ..., , 

persyaratan: 
a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1

Juli tahun berjalan; dan
b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain

yang sederajat.

Pasal 6 

(1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 huruf a dibuktikan dengan:
a. a.kt-a. ke!a.hiran; a.tau
b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak

yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala
desa atau pejabat setempat lain yang berwenang
sesuai dengan domisili calon peserta didik.

/.?.} PP.rs
J
v,grafan usia SP.Mgaimana dim-c1_ksu.d Pfl.da ayat { l) ,-, 

dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria 
a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
c. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Pasal 7 .... 



Pasal 7 

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf bharus dibuktikan dengan: 
a. ijazah; dan/atau
b. dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

Pasal 8 

(1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Cal on peserta didik baru kelas
7 (tujuh) SMP yang berasal dari sekolah di luar negeri
harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar.

(2) Permohonan surat rekomendasi izin belajar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada direktur
jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini,
pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk Calon
peserta didik baru SMP.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) berlaku untuk calon peserta didik Warga Negara
Indonesia dan Warga Negara Asing.

Pasal 9 

(1) Bi::t.g.i :stkuli::t.h ya.ug mt.utrima pt:strta didik wwga .utgi::l.Ii::l
asing wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan
Bahasa Indonesia paling singkat 6 ( enam) bulan yang
diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.

(2) Dalam hal sekolah yang menerima peserta didik warga
---- __ ; __ ,._;-1-l.- --l-l.-----1.--- 1.-•• -;;J.., __ __ 1-. __ ; ___ _ 
J.J.c;0a..i. Cl Cl.:>HJ.0 UUCl.t'>.. J.J.J.c;1an...:>CllJ.Cln..ClJ.l n..c;w ClJ J.l.JClll .:,c; l.JCl0ClllUClJ.lCl 

dimaksud pada ayat ( 1) dikenai sanksi administratif
beru pa peringatan tertulis.

Pasal 10 

Calon peserta didik baru penyandang disabilitas dikecualikan 
dari ketentuan persyaratan: 
a. batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4

ayat (1), Pasal 5 huruf a; dan
b. ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan

sebagaimana dimaksud daiam Pasai 7.

Bagian Ketiga 

Jalur Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru 

Paragraf i 

,11 1 nnr-... r> ... __ •-. 1- c, � 

\.LJ rrLJD UHLUK .:)L/ 

pendaftaran PPDB. 

Umum 

Pasal 11 

dan Sfv1P dilaksanaka.n 
--'-'·-� �-'··-

1UC1c:UU1 Jcl1U1 

(2) Jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. zonas1;
b. afirmasi;
c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan
d. prestasi.

Pasal 12 .... 



Pasal 12 

(l) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(2) huruf a terdiri atas:
a. jalur zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh

:persen) dari daya tampung sekolah; dan
b. Jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh

persen) dari daya tampung sekolah.
(2) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

ayat (2) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari
daya tampung sekolah.

(3) J?-1ur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana
d1maksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c paling banyak
5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.

(4) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur
pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sampai
dengan ayat (3), Pemerintah Kota dapat membuka jalur
prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)
huruf d.

Pasal 13 

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), 
tidak berlaku untuk jalur pendaftaran penerimaan calon 
peserta didik baru pada TK dan kelas I (satu) SD. 

Pasal 14 

( 1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana
ilirn�u.c;:uil r1�1.�rn P�.=J J J iliuP.rJJ�liu�n 11ntJ1u·
_ .............. _.... ... ____ ......_ ... _.._ ....... ... --- � ..... ' _ ........... ____ .._ ........ _ ... -.......... _ ........

a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
b. sekolah kerjasama;
c. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
d. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan

khu.su.s; d�.n
e sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah 

tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik 
dalam 1 (satu) rombongan belajar. 

(2) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi
sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah
tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik
dalam 1 (satu) rombongan belajar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e, ditetapkan oleh Walikota melalui
Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan dan
dilaporkan kepada Direktorat Jenderal yang menangani
bidang pendidikan anak usia dini, dasar.

Paragraf 2 

Jalur Zonasi 

Pasal 15 

( 1) PPDB melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi c
penerimaan calon peserta didik baru yang berdomisili di
dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Kota.

(2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang
diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal
pendaftaran PPDB.

(3) Dalam .... 



(3) Dalam h� kartu keluarga sebagaimana dimaksud padaayat (2) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karenakeadaan terten��-'. maka dapat diganti dengan suratketerangan dom1s1h. 
(4) Kea?a� tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)mehputi: 

a. bencana alam; dan/atau
b. bencana social.

Pasal 16 

( 1) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (3) diterbitkan oleh Lurah atau pejabat yang
J.-.....a,.....:r.T.ononn LJ'-,,.i. YY '-'.1..1.�.A.6• 

(2) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1) memuat mengenai keterangan bahwa peserta didik
yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1
(satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan

rirm,:i_c;ij]j. 

(3) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki
kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam 1
( satu) wilayah yang sama dengan sekolah asal.

Pasal 17 

(1) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur
pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.

(2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi
dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta
J.!J...!1 _ _, ___ .J.. ___ ,_, __ _ , ___ ___ __J _ _r..,,._ ____ T'>�T""llt.T'll, __ _ ,_, _ _  ,!_ 

UlUlK uapaL Ult::!ciKUKi:Ul peHUcillc.t
r

i:Ul rruo 111e1aiui: 

a. jalur afirmasi; dan
b. jalur prestasi.
di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang
memenuhi persyaratan.

Pasal 18 

( 1) Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang
oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya,
dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik
dengan sekolah.

(2) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1) harus memperhatikan:
a. sebaran sekolah;
b. data sebaran domisili calon peserta didik; dan
c. kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan

dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada
setiap jenjang di daerah tersebut.

(3) Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya
memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam
penetapan wi1ayah zonasi sesuai dengan jenjang
pendidikan.

(4) Dinas pendidikan memastikan semua sekolah telah
menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah
ditetapkan.

(5) Penetapan wiiayah zonasi pada setiap jenjang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan paling
lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka
pendaftaran PPDB.

-JL"'i T""llt,_ , __ _ 

l OJ LJcili:UH .... 



(6) Dalam. meneta�kan wilayah zonasi pada setiap jenjangseb�gaunana d1maksud pada ayat ( 1), Dinas Pendidikanmehbatkan musyawarah atau kelompok kerja kepalasekolah. - -
(7) Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan�a�upaten/kota_, penetapan wilayah zonasi pada setiapJ�nJang sebagaunana dimaksud pada ayat ( 1) dapatdllakukan berdasarkan kerja sama antar PemerintahDaerah.
(8) W_alikota melalui Dinas Pendidikan melaporkan penetapan

wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada Menteri melalui unit pelaksana teknis Kementerian
yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan
pendidikan menengah paling lama 1 (satu) bulan sejak
tanggal ditetapkan.

Paragraf 3 
. Talnr Afirm.a_c:i 

Pasal 19 
(1) PPDB melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (2) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta
didik baru�
a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
b. penyandang disabilitas.

(2) Peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan

peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar
•• .:, ___ t... ____ ; __ , ___ ,_1.. ··--- 1...-----1 ...... __ 
w.u.a.ycu.L L,VUQ..:)L .:)'C.t\..VLQ.U. ya.LL5 U'CL.:>a..1.L5.t\..U.l.C:UL. 

(3) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui
jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang
ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Jalur Afirmasi, maka
penentuan peserta didik dilakukan dengan

rr.11..:::.mr.N"'N+-ocL-o....., ;o,..ol.r �.Q-n-,,....of- 1-;....,nnol .r-o].r\..., ���o .,-1;.,i;t.,.. 
..L.&..l.'-".1..1..l.j:J.l..&.\J.l..&.1.A.A..U.&."-<A...I..&. J(A,.,l..«--4..1."- t.......,.&..1..1.pc..t..t... 1,..1..&..&.561.4...1. '-"'1.4,..1.V..&...1. J:--''--'�'--'.L t...<.,t. '-'-..1.U...L.I.� 

yang terdekat dengan sekolah. 
Pasal 20 

( 1) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi
tidak mampu sebagaimana dimaksud daiam Pasai i9 ayat
( 1) huruf a wajib menyertakan :
a. bukti keikutsertaan peserta didik dalam program

penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah
Kota; dan

,._ ...&. ...&. J • ---- ...... _ __ �----'..! --- --=-'"- J..!-1.!1-

u. SUTaL peruyataan uan On:tug LUi::l/ Wct.11 pe:seI Li::l UlUlK

yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika
terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam
program penanganan keluarga tidak mampu.

(2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti
keiku tser'-t.aan peserta didik dalai-n program penanganan
keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, sekolah bersama Dinas Pendidikan wajib
melakukan verifikasi data dan lapangan serta
menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan
........ci,-,..of-112-'"'or, ?"'l.Q'l""'J J ,..,,J a...,,.,_, ,,..,A o:rtno»"I 
pvi U.l..W.L (A.1..a. ,ti\.,.&. \.4..&...I.U.<A....1...1.E, \.A...&..&.'\..&.<A..1..&.t:,<A....1....1.. 

(3) Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam
program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 .... 



Paragraf 4 

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 21 
(lJ Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1 � ayat (2) huruf c dibuktikan dengan suratpenugasan dan: 

a. instansi;
b. lembaga;
c. kantor; dan/ atau
d. perusahaan yang mempekerjakan .(2) Dalam hal te�dapat si�a kuota jalur perpindahan tugasorang tua/wal1, maka s1sa kuota dapat dialokasikan untukcalon ?eserta didik pada sekolah tempat orang tua/walimenga_Jar. 

(3) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugasorang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggalcalon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Paragraf 5 

Jalur Prestasi 

Pasal22 

( i) Caion peserta mmK baru yang mempunyai prest.asi
diberikan peluang untuk mengikuti seleksi berdasarkan

prestasi yang dimiliki.
(2) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. bidang akademik adalah ilmu pengetahuan dan
....__, __ ., _ _,_! ----- ___ J.,!_ ___ ,,.__! ------ __ , _ _! ____ :a.1_ ..... ____ ..... .!1 __ 
Lt:KllUlUgJ. yaug rueupuu Hlct.La .(Jt:lctJcll"cl.Il 1Vlcllt:HlclUKcl, 

Ilmu Pengetahuan Sosial, Ilmu Pengetahuan Alam,
Siswa Teladan/Berprestasi, dan Lomba Cerdas
Cermat.

b. bidang non akademik, meliputi:
1. estetika adalah mata pelajaran bahasa dan sastra,

seni musik, seni tari, seni ru pa, seni kriya, dan

seni teater;
2 olah raga dan kesehatan; dan 
3 .  bidang kerohanian seperti Musabaqoh Tilawatil 

n».-'o.-. Uol'o]o.-. . J.,,.. .-,.oAo ..4.J_n,. .. ,o..-. 
� '-4,..&. c.A..i..1., .I. ..&.I.A...l.<AJ..1.A.-1..L V \A.LI ,P<...f..'-A.LI.. .I.. .L..&. ',! \.4.1. c.A....I..&.• 

(3) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
prestasi dari individu dan beregu dari kejuaraan yang
diselenggarakan oleh pemerintah mulai tingkat
Kabupaten/Kota sampai dengan Intemasional yang
r1-ir1..a�t r1..an rl-inPrhitJ1n.a:k-..an hPr!:1_�1 n!:lr-i nrp_c;it!:l_c;ii r!:11nn
-·--r-� --· -·r~···-�---o··�- -~----- -� - .I:'·~-�--- ~�~ 

peserta didik baru dari jenjang pendidikan setingkat
dibawahnya.

(4) Prestasi yang diperoleh secara beregu sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) paling banyak beranggotakan 25
/du.a nu]uh Jim.a) orang.
\ •. ---- .1.· ·- -- --, - -- (..JI. 

(5) Pemberian penghargaan untuk pendaftaran jalur prestasi
atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
sebagai berikut:

a. prestasi .... 







Paragraf 4 

Seleksi Sesuai Dengan J alur Pendaftaran 

Pasal 28 

(1) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang
tua/wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD
mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas
sebagai berikut:

a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
dan

b. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah
zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah kota.

(2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan
n.Qr).i:i :i.i:ir.i:iu- tP:rnn.Qt t:in.a.a.i:i] r.i:ilnn nP.<::Prt.i:i n:in:iu- u.i:in.a 
r---

J
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J 
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terdekat dengan sekolah. 

(3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak
boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis,
dan/ atau berhitung.

Pasal 29 

( 1) Seleksi jalur zonasi untuk calon peserta didik baru kelas 7
(tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak
l--...::.�.,....o'9 f-i,-,nn-ol �4,....r:J..:.L-of- lr..:. o.AL-r.1oh .Ao]o:r,,,, T'l'riloTroh u.,,.'f""toC\i 
l.,'-,,.1..1..1.J:-'<.A..L 1.,.J..A..&.56'-".I. \.'--'.&. '-...1.'-"'.l.,.,_c.A.L A.�\.., t..>V..&.,.,_V.&.<.4.1..&. '-'-<4.&.Ll..-&..&..I.. V\I .&..&.c.A.J <A...l..&. �V.1..&.'-"-1-;J.I. 

yang ditetapkan.

(2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan
sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sama, maka
seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir
__________ 1___ _ ____ _ ___ ___.,__ -l..!-1..!J_ :1_1.....!L 

rrn::ugguHcl.Kc:Ul U:Slc:l µe:serLc:t. UlUl.K yang lt:UHl LUc:t. 

berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

Pasal 30 

/ 11 T:1.- l-..--..l----1.-- 1-..--:1 --1-1.�-: :p:pnou
, 

-.;:_,e,.L~v1-a.h n-:P.T'""'11·1·11.1·t--·1· 
\ .1.} V 1r...a. uc;1 ua..::>a. 1 r...ct..11 11a..::>u ;::>c;1c;.r..;::>1 � L � -.i\.,,L� L �� UL~� a 

jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, 
maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta 
didik tersebut kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan 
kewenangannya. 

(2) umas penmmKan sesuai dengan kewenangannya 
menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) pada sekolah lain dalam wilayah 
zonasi yang sama. 

(3) Dalam hal daya tampung sekolah lain dalam wilayah
zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke sekolah di luar
wilayah zonasi atau di wilayah Pemerintah Kota lain yang
terdekat.

(4) Penyaluran peserta didik ke sekolah di wilayah Pemerintah
Daerah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan melalui kerja sama antar Pemerintah
Kota.

(5) Penyaluran .... 



... 

(5) Penyaluran peserta didik ke sekolah di luar wilayah zonasi
atau di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat riielibatkan
sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai
kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Kota.

(6) Penyaluran peserta didik sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) sampai dengan ayat (5) dilakukan sebelum
pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.

(7) Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah yang diselenggarakan
oleh Pemerintah Kota tidak boleh:
a. menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan

belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi
ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional
pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan;
dan/atau

b. menambah ruang kelas baru.

Paragraf 5 

Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru 

Pasal 31 

( 1) Pengumuman penetapan peserta didik baru se bagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 huruf d dilakukan sesuai
dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.

(2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil
rapat dewan guru yang dipimpin oieh kepaia sekoiah dan
ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.

(3) Dalam hal kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) belum definitif, maka penetapan peserta didik
baru dilakukan oleh pejabat pelaksana tugas kepala
sekoi.ah.

Paragraf 6 

Daftar Ulang 

Pasal 32 

(1) Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf
e dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah

(2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) untuk
memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah
yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli
yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

Paragraf 7 

Pendataan Ulang 

Pendataan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 
huruf f dilakukan sebagai berikut: 

a. sekolah ..... 



... 

a. sekolah melakukan pendataan ulang untuk
memastikan status peserta didik lama pada sekolah
yang bersangkutan; dan

b. pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak boleh memungut biaya.

BAB III 

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK 

Pasal 34 

( 1) Perpindahan peserta didik antarsekolah dilaksanakan
atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan
kepala sekolah yang dituju.

(2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik
$t;:nB_ga_ima_na_ dima_k$1)_d pa.da_ a .y� _t ( 1}; m�_ka_ $ekofa_h
yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

(3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan
persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang

A;of-11 r A.o,-,ryo� L,.-..o¾-.A"Ytf-J 1 Or'I �roi--11ro'Yt �r11 r-,A or.n_ 
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undangan.

Pasal 35 

11 \ PP.�rt� rlirJj1£ .Ql"t�r� �n rJj nP.a�r� ]�in rJ�nat ninrJ�J, 
,~, - ---- -- ------ ----- ~- -- ---o--- ---- --.r--- .r-------

ke SD di Kota setelah memenuhi: 

a. surat pemyataan dari kepala sekolah asal;
b. surat rekomendasi izin belajar dari direktur

jenderal yang membidangi pendidikan anak usia
.,.J;_; ___ -3;.,.J;J ___ -l---- -l-- ___ -3;-3;1 ___ ------1..
uuu, }'vJ.J.UJ.UU�.a.J.J. ua..:>a.J.' Ua.J.J. }'vJ.J.UJ.UJ.�a.J.J. J.J.J.vJ.J.vJ.J.tsa.J.J.

sesuai dengan kewenangan; dan
c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang

diselenggarakan sekolah yang dituju.

(2) Peserta didik setara di negara lain dapat diterima di
SMP di Kota seteiah:
a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain

yang membuktikan bahwa peserta didik yang
bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan
jenjang sebelumnya;

b. surat peruyataan dari kepala sekolah asal;
c. surat rekomendasi izin belajar dari direktur

jenderal yang membidangi pendidikan anak usia
dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah
untuk calon peserta didik baru SMP; dan

d. lulus res kclayakan dan penempatan yai.7.g
diselenggarakan sekolah yang dituju.

Pasal 36 

.,..,.,,..,f.,,-,.........,o] Ao.-. 
.1..£.V.J..I..I.V.I. .L.&..&.'4,.&. \,A.«.A..1..1. 

informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 
(satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan 
yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan . 



( 1) 

(2) 

(2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan
informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas
7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:

a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang

dise1engg.:_a_r�.k�.n o1eh SMP y�_ng ber�_ngk1,1_t�_n,

(3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari
jalur pendidikan nonformal dan informal ke sekolah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2),
maka sekolah yang bersangkutan wajib
..,..._..,.....,"'""',-hoho,...•i no�ilr 
..l..&..&.\,.,.&..1..1.,.t-'V.I. U<.,.\...1..1.<A,.,A. 1.4.1. .J...,i«..f..fJV'-A..&...1.11..• 

BAB IV 

PELAPORAN 

Pasal 37 

( 1) Sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB dan
perpindahan peserta didik antarsekolah setiap tahun
pe1�j�.r�.n ke�.d�. Din�.$ pendidik�.n $esu.�.i denga_n
kewenangannya.

(2) Dinas pendidikan memiliki kanal pelaporan untuk
menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan
PPDB.

{3j MasyaraKat dapat meiaporkan peianggaran daiam 
pelaksanaan PPDB melalui laman yang telah 
ditetapkan oleh Pemerintah Kota. 

�AT> TI 
DflD V 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 38 

Kepala Dinas Pendidikan melakukan pembinaan dan 
pengawasan kepada sekolah yang diselenggarakan oleh 
sekolah dan masyarakat di wilayahnya; dan 

Kepala Dinas Pendidikan melakukan pembinaan dan 
pengawasan aruam peiaksanaan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria pelaksanaan PPDB. 

BAB VI 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 39 

r.;___ 0...--1;-1;1____ ---�···-··- -1-- ----"---1.--- __ ... ___ ;_.1_ 
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teknis PPDB dengan berpedoman pada ketentuan dalam 
Peraturan W alikota ini. 

BAB VII ..... . 



BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 40 

Pada Saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan 
Walikota Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta 
Didik Baru pada Taman Kanak kanak, Sekolah Dasar, 
Sekolah Menengah Pertama {Berita Daerah Kota Palembang 
Tahun 2019 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

Pasal 41 

Peraturan W alikota m1 mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Palembang. 

Ditetapkan di Palembang 
pada tanggal ( b te pi ero bei02 1 

Diundangkan di Palembang 

pada tanggal ( f, S epfem \?,r- 2021 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG 

 DEWA 

SEKTARIAT DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2021 NOMOR 'L6




